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[bookmark: _Hlk167381337][bookmark: _Hlk167381447][bookmark: _Hlk167381609]Tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila  melalui   akun  media sosia membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum  tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan.Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum  tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial dicantumkan dalam KUHP kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografiserta Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008.  Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb adalah semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.  Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
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ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING OBSCENE
CONTENT BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS

SATRIA BAGUS SANTOSO
(235114187)

The criminal act of immorality through the distribution of obscene photos via social media
accounts had a severely detrimental impact on human life. The objective of this research was
to examine the legal regulation of immoral acts by distributing obscene photos through social
media accounts, to examine the criminal liability of perpetrators of immoral acts by
distributing obscene photos through social media accounts, and to examine the judges legal
considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of immoral acts of distributing
obscene photos via social media in Decision Number 483/Pid B/2019/PN.Amb. This thesis
applied library research as the method. The nature of this research was descriptive, and the
approach method used was normative juridical research and analyzed qualitatively. The legal
regulation of the criminal act of immorality by distributing obscene photos through social
media accounts was included in the Indonesian Penal Code (KUHP), then further regulated
in Law Number 44 of 2008 on Pornography and Article 27 paragraph (1) in conjunction with
Article 45 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment 1o
Law Number 11 of 2008. The criminal liability for perpetrators of immoral acts through the
distribution of obscene photos via social media accounts was that the defendant was
sentenced to 3 (three) years of imprisonment and fined IDR 1,000,000,000 (one billion
rupiah), with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced with 2 (two)
months of imprisonment. The judge s legal considerations in imposing criminal sanctions on
the perpetrator of the immoral act of distributing obscene photos via social media in
Decision Number 483/Pid.B/2019/PN.Amb were that all elements of Article 27 paragraph (1)
in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number | of 2024 concerning the
Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions
filled, based on legal facts from witness statements, the defendants statement,
gidence. The Panel of Judges did not find any grounds for the elimination of
ither justificatory or excusatory reasons, in the defendant s actions, hence




